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	Abstract
	Kompetensi

	
	

	Catholic marriage is monogamous marriage. Basically the scriptures and tradition. Unfortunately, this many encountering problems in the field. It takes wisdom to act wisely.

	Mahasiswa memiliki pendalaman yang memadai untuk melihat dan menjelaskan ketidakterceraian katolik berdasarkan Kitab Suci dan Ajaran Gereja.


KETIDAK CERAIAN PERKAWINAN KATOLIK

8.1. Pengantar

Mungkin, di antara teman-teman ada yang pernah punya pengalaman, ada orang yang menikah katolik kemudian bisa berpisah dan bisa menikah lagi. Lalu muncul pertanyaan, apakah Gereja Katolik sekarang memperbolehkan perceraian? Jawabannya, tidak ada perceraian dalam perkawinan Katolik. Perpisahan itu, terjadi karena perkawinannya yang dulu tidak sah. Jadi murni ini secara hukum. Pada prinsipnya, perkawinan Katolik tidak mengenal kata cerai, karena hanya Allah yang berhak menceraikan apa yang sudah Ia satukan.

8.2. Sifat-Sifat Hakiki Perkawinan (Kan. 1056)

Kanon 1056 mengatakan: “Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah monogam dan tak terputuskan, yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekukuhan khusus karena sakramen.”

Sifat-sifat hakiki perkawinan, yaitu monogami dan sifat tak terputuskannya ikatan perkawinan, termasuk paham Perkawinan Katolik. Kedua sifat hakiki ini berkaitan erat sehingga perkawinan yang dilakukan untuk kedua kali adalah tidak sah, meskipun suami-istri perkawinan pertama telah diceraikan secara sipil atau menurut hukum agama lain, karena Gereja Katolik tidak mengakui validitas atau efektivitas perceraian itu. Andaikata itu terjadi, maka di mata Gereja terjadi poligami suksesif.
8.2.1. Arti monogami

Monogami berarti perkawinan itu hanya dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Lawannya adalah perkawinan poligami. Berdasarkan sifat monogami perkawinan, muncul konsekwensi yang mengikutinya. Dengan berpangkal pada kesamaan hak pria dan wanita yang setara, poligini dan poliandri disamakan. Perkawinan monogami menolak perkawinan poligami simultan. Poligami simultan adalah poligami yang dilakukan secara serentak. Di sini, dituntut ikatan perkawinan dengan hanya satu jodoh pada waktu yang sama.

Demikian halnya, perkawinan monogami juga mengesampingkan poligami suksesif (berturut-turut kawin cerai). Dalam kasus kawin cerai, hanya perkawinan pertama yang dianggap sah, sehingga perkawinan berikutnya tidak sah. Dasar monogami dapat dilihat dalam martabat pribadi manusia yang tiada taranya pria dan wanita yang saling menyerahkan dan menerima diri dalam cinta kasih total tanpa syarat dan secara eksklusif. Bandingkan misalnya dengan alasan dalam UU Perkawinan di Indonesia yang memperbolehkan poligami. Di sana dikatakan kemungkinan poligami bila istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, cacat badan atau penyakit lain yang tidak dapat disembuhkan, dan bila istri tidak dapat melahirkan keturunan. Argumentasi ini jelas melanggar mertabat manusia sebagai individu. Di sini istri diperlakukan menurut sifat-sifat tertentu, dan tidak menurut martabatnya sebagai pribadi manusia. Padahal dalam janji perkawinan dikatakan akan mengasihi dalam suka-duka, untung-malang, sehat-sakit.
8.2.2. Arti Indisolubilitas

Indisolubilitas berarti ikatan perkawinan itu berlaku seumur hidup karena perkawinan berarti penyerahan diri secara total tanpa syarat, juga tanpa pembatasan waktu di dunia fana ini dan tak terceraikan. Hal ini berdasar refleksi alkitabiah bahwa apa yang telah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia (Mat. 19:6, Mrk. 10:6). Harus diingat juga bahwa di dalam perkawinan terdapat tanda dan sarana kehadiran Allah. Refleksi sakramentalitas perkawinan ini juga yang menjadi alasan kuat mengapa perkawinan tidak dapat diceraikan. Kasih Allah untuk umat-Nya sebagaimana direfleksikan oleh Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus tidak pernah dapat diputuskan oleh manusia.
8.3. Tingkat Kekukuhan Perkawinan

Perkawinan Katolik bersifat permanen dan tak terceraikan, baik secara intrinsik (oleh suami istri sendiri) maupun ekstrinsik (oleh pihak luar). Dalam hal perkawinan antara orang-orang yang telah dibaptis, perkawinan itu memperoleh kekukuhan atas dasar sakramen. Meski demikian, hukum masih mengakui adanya tingkat-tingkat kekukuhan dalam perkawinan sesuai macam perkawinan itu sendiri. Semua perkawinan pada dasarnya bersifat indisoluble. Namun demikian, ada perkawinan yang sifatnya indissoluble mutlak dan relatif. Menurut, Dr. Piet Go, indisolubilitas perkawinan hanya berlaku pada perkawinan yang ratum et consumatum, jadi selain perkawinan yang sifatnya tidak memenuhi kriteria ratum et consumatum indisolubilitasnya bersifat relatif5.

Berikut ini beberapa jenis perkawinan berdasarkan tingkat kekukuhannya:

(1) Perkawinan putativum (putatif) yaitu perkawinan yang sepertinya sah, tetapi tidak sah. Perkawinan ini merupakan perkawinan yang dilakukan secara tidak sah baik karena adanya halangan nikah7, cacat konsensus, maupun cacat tata peneguhan. Secara hukum perkawinan ini tidak mempunyai sifat kekukuhan dan ketakterceraian sama sekali. Ada unsur semu di dalam perkawinan ini. Maka, begitu mereka menyadari ketidak-sahan perkawinan ini, sebaiknya segera disahkan atau sebaliknya, dibatalkan demi hukum. Penjelasannya saya cantumkan di bagian akhir, sebagai lampiran.
(2) Perkawinan legitimum adalah perkawinan antara dua orang non-baptis maupun antara seorang yang dibabtis dengan orang non-babtis. Perkawinan mereka diakui sahnya secara Katolik. Dengan demikian, perceraiannya tidak bisa diakui. Perkawinan antara non-babtis dengan non babtis merupakan perkawinan yang sah, tapi tidak sakramental, yang sekaligus mempunyai sifat kekukuhan, namun bisa diputuskan dengan Previlegium Paulinum untuk suatu alasan yang berat (1Kor 7:12-16). Dasar kanonisnya terdapat pada kanon 1143.

Termasuk dalam tingkat ini adalah perkawinan legitimum antar seorang baptis dan seorang non-baptis (disparitas cultus). Perkawinan ini pun sah, tapi tidak sakramental karena salah satu pasangan belum atau tidak dibaptis. Perkawinan ini dapat diputuskan karena suatu alasan yang berat dengan Previlegium Petrinum (Previlegi Iman), walaupun telah memperoleh ciri kekukuhan dalam dirinya.

Baik KHK 1917 (kanon 1060) maupun KHK 1983 (Kanon 1129) perbedaan agama merupakan halangan perkawinan yang dapat menggagalkan perkawinan. Memang, kemungkinan sahnya perkawinan dimungkinkan dengan adanya dispensasi. Tingkat kekukuhannya juga berbeda dengan perkawinan sakramental yang telah ratum et consumatum.

Contoh kasusnya begini: Tiah menikah dengan Wage di KUA. Kemudian Tiah menjadi TKI dan lupa dengan Wage, lalu menikah dengan warga Negara setempat. Kemudian Wage jatuh cinta sama Eni yang Katolik dan mereka mau menikah. Maka, untuk kasus yang berat semacam inilah, untuk Iman si Eni, pemutusan ikatan perkawinan Wage dengan Tiah bisa diputuskan agar mereka bisa menikah.

(3) Perkawinan ratum et non consumatum: perkawinan sah dan sakramental, tapi belum disempurnakan dengan persetubuhan sebagaimana tercantum dalam Kan 1061, § 1 (ratum tantum). Tingkat kekukuhan perkawinan ini sudah masuk kategori khusus atas dasar sakramen, namun karena suatu alasan yang sangat berat, masih dapat diputus oleh Paus.

Contoh kasusnya begini: Ryan adalah seorang tentara. Dia menikah dengan Yenny. Namun, begitu mengucapkan janji pernikahan, Ryan langsung ditugaskan ke luar pulau sehingga tidak sempat menikmati malam pertama.

(4) Perkawinan ratum et consumatum: perkawinan sah, sakramental, dan telah disempurnakan dengan persetubuhan. Perkawinan ini pun mempunyai kekukuhan khusus atas dasar sakramen, tapi lebih dari itu bersifat sama sekali tak terceraikan, karena sudah disempurnakan dengan persetubuhan.

Jadi, perkawinan sakramental yang sungguh-sungguh tak terceraikan itu sejauh sudah ratum dan sudah dilengkapi dengan consumasi. Pertanyaannya, sejauh mana perkawinan dikatakan ratum dan sejauh mana sudah dikatakan konsumatum. Istilah ratum adalah istilah khas untuk menunjuk pada validitas atau keabsahan perkawinan dua orang yang dibabtis8. Demi sahnya perkawinan dua orang yang sudah dibabtis harus mengindahkan norma-norma kanonik.

Sementara itu, consumatum berarti perkawinan yang ratum itu sudah dilengkapi dengan hubungan seks (persetubuhan). Ada syarat tertentu yang menentukan dapat dikatakan sebuah persetubuhan sebagai konsumasi yaitu manusiawi, dilakukan dengan bebas, sadar, tanpa paksaan dan tanpa kekerasan, serta harus dilakukan oleh suami istri itu sendiri. Di dalam konsumasi itu, diandaikan pula adanya penetrasi (masuknya penis ke dalam vagina) dan keluarnya sperma (Tidak mutlak). Setiap perkawinan yang telah ratum, diandaikan dilanjutkan dengan konsumasi sampai dibuktikan sebaliknya (K. 1061§ 2).
8.4. Disolubilitas perkawinan
Berdasarkan tingkat kekukuhan yang berbeda-beda itulah akhirnya tidak semua perkawinan Katolik dengan sendirinya bersifat indisolubilitas. Artinya, ada beberapa jenis perkawinan yang tidak sah karena adanya halangan-halangan tertentu. Karena tidak memenuhi segi keabsahan inilah akhirnya sebuah perkawinan terbuka untuk kemudian dianulasi atau dibatalkan. Pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian. Dalam perceraian, diandaikan bahwa perkawinan sebelumnya adalah sah. Sedangkan pembatalan berarti verifikasi bahwa perkawinan yang dilangsungkan tidak sah. Itu artinya, belum ada perkawinan yang sah yang sebenarnya. Berikut ini akan kita lihat, bagaimana proses hukum yang bisa ditempuh untuk menganulasi perkawinan.
8.5. Caput Nullitatis

Persoalan pokok dalam menentukan caput nullitatis adalah persesuaian antara realita persengketaan perkawinan dengan landasan yuridis sebagai alasan pernyataan pembatalan perkawinan dan pembuktian melalui saksi-saksi biasa maupun ahli. Persesuaian ini penting agar pokok sengketa yang diajukan kepada hakim dapat sungguh terbukti oleh bukti-bukti empiris maupun yuridis bahwa perkawinan itu dapat dinyatakan batal. Pembatalan sebuah perkawinan terjadi apabila salah satu dari 3 hal ini terbukti yakni: adanya halangan baik umum maupun khusus, adanya cacat konsensus dan adanya cacat forma canonica.

Pada umumnya, halangan baik umum dan khusus, dan cacat forma canonica dapat diatasi dengan memberi kemurahan dispensasi atau pelonggaran atas hukum oleh ordinaris yang berwenang. Sedangkan, bila ada cacat dalam konsensus (ketidakmampuan dalam menyatakan kesepakatan) yang mengakibatkan perkawinan batal harus dibuktikan melalui hukum proses perdata biasa khusus perkawinan (processo matrimoniale ordinario).

Beberapa pokok persengketaan/persoalan sekitar cacat konsensus yang dapat menjadi caput nullitatis sebagaimana tertuang dalam kanon 1095-1103:
a. Ketidakmampuan (incapaces matrimonii contrahendi, kan. 1095)

Pernyataan pembatalan perkawinan dapat terjadi karena adanya unsur ketidakmampuan seseorang melangsungkan perkawinan. Jadi inti Kan. 1095 terdapat pada alasan psikis (natura psichicha) pada seseorang yang tidak mampu menyatakan kesepakatan sebagai obyek yang melahirkan.

Kan. 1095, § 1: menyatakan "mereka yang tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya". Tidak dapat menggunakan akal budi secukupnya menunjukkan ketidakmatangan seseorang karena umur yang belum dewasa. Seperti mereka yang disebut masih anak-anak (bdk. Kan. 97, § 2: "orang yang belum dewasa sebelum berumur tujuh tahun disebut anak-anak dan dianggap belum dapat menguasai diri, tetapi setelah genap berumur tujuh tahun diandaikan dapat menggunakan akal budi"). Hal yang sama berlaku bagi mereka yang kena sangsi pidana. Tidak terkena pelaku penggaran undang-undang atau perintah yang tidak dapat menggunakan akalbudi (bdk. Kan. 1323, § 6). Mereka yang tergolong tidak dapat menggunakan akal budinya adalah orang yang mabuk, mengalami gangguan mental, orang gila, orang idiot, masih anak-anak belum dewasa.

Kan. 1095, § 2: menyatakan "mereka yang menderita cacat berat dalam kemampuan membentuk pandangan mengenai hak-hak serta kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan". Kanon ini mau menunjuk pada ketidak pahaman seseorang akan hakekat perkawinan, sifat perkawinan, maupun tujuannya sebagaimana terungkap pada bagian awal tulisan ini.

Kan. 1095, § 3: menyatakan mereka yang karena alasan psikis (natura psichica) tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Causa di natura psichica, merupakan cacat yang menghalangi seseorang mampu memenuhi tujuan dan kewajiban-kewajiban hakiki perkawinan. Natura psichica diartikan sebagai penyakit anomalie psichica atau perturbazioni. Perlu kiranya dibedakan antara kesulitan sebagai halangan dan ketidakmampuan. Kan. 1095, § 3, berbicara bukan tentang halangan melainkan secara moral berbicara tentang ketidakmampuan (impossibilità) seseorang untuk melangsungkan perkawinan.

Contoh dari ketidakmampuan ini misalnya: Tukio yang gila total dikawinkan dengan Putri Perdana dengan perjanjian bahwa orang tua Tukio yang kaya raya akan memberikan 5 mobil, 3 rumah mewah, dan 2 perusahaan atas namanya. Perkawinan ini tetap tidak sah karena Tukio tidak mampu membuat perjanjian apapun dalam perkawinan.
b. Ketidaktahuan mengenai perkawinan (ignorantia, bdk. kan. 1096).

Dalam pernyataan kesepakatan antara kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan bisa terjadi adanya ketidaktahuan pemahaman tentang perkawinan, sehingga menyebabkan kekeliruan pandangan atau bahkan tidak adanya elemen-elemen konstitutif perkawinan itu sendiri karena ketidaktahuan misalnya: kekeliruan sifat monogam, tak terceraikan, martabat sakramen perkawinan. Sehubungan dengan hal ini bisa dikategorikan ke dalam error substantialis. Oleh karena itu, untuk keabsahan kesepakatan perkawinan, legislator meminta mempelai paling sedikit mengetahui dari elemen substantial perkawinan kanonik.
c. Kekeliruan mengenai diri seseorang (error in persona, bdk. kan. 1097).

Kan. 1097, termasuk ke dalam error in persona. Kekeliruan mengenai diri seseorang membuat perkawinan menjadi tidak sah karena tidak mungkin kesepakatan nikah dibuat untuk sembarang orang sehingga tetap sahlah ketika kesepakatan itu dibuat juga dengan orang lain. Kesepakatan nikah selalu ditujukan kepada seseorang yang selama ini memag sudah dipersiapkan dengan sedemikian rupa. Yang kedua, error in qualitate personae: kekeliruan mengenai sifat pribadinya (kualitas) yang merupakan tujuan langsung dan utama kesepakatan juga dapat membatalkan perkawinan sementara yang bukan tujuan langsung, tidak membatalkan sahnya perkawinan.
d. Penipuan (error dolosus, bdk. kan. 1098)

Kanon ini masih berbicara tentang error (kekeliruan) karena tertipu, yakni orang menikah karena tertipu yang dilakukan untuk memperoleh kesepakatan. Dolo (penipuan) dibedakan atas dolus directus: penipuan yang langsung direncanakan oleh subyek pelaku dan dolus indirectus (melakukan penipuan tetapi lewat perantara orang lain). Penipuan, hanya dapat menggagalkan perkawinan sejauh memenuhi empat syarat, yaitu: kesengajaan untuk menipu, bertujuan demi mendapatkan kesepakatan nikah, mengenai sifat partnernya dan bukan orang lain, serta sangat mengacau kehidupan bersama (penyakit menular yang sangat berbahaya dan tak tersembuhkan, kemaksiatan yang mengakar, buron polisi, dll)
e. Pengecualian (exclusio atau simulatio, bdk. kan. 1101)

Simulatio dibedakan atas simulatio partialis: apabila salah satu atau kedua belah pihak dengan positif mengecualikan salah satu unsur hakiki perkawinan dan simulatio totalis: apabila salah satu atau kedua belah pihak dengan positif mengecualikan perkawinan itu sendiri.

Hal ini berkaitan dengan Kan. 1057 yang menyatakan bahwa: kesepakatan adalah perbuatan kemauan (actus voluntatis) antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan yang dinyatakan secara legitim membuat perkawinan. Jadi untuk membentuk kesepakatan (consenso) dibutuhkan kecukupan menggunakan akal budi (sufficienti rationis, Kan. 1095, § 1) dan perbuatan kemauan diperlukan pengetahuan yang minimal apa itu perkawinan (bdk. Kan. 1096), suatu kemampuan membentuk pandangan mengenai hak dan kewajiban hakiki perkawinan (bdk. Kan. 1095, §. 2) dan keabsahan internal maupun eksternal (bdk. Kan. 1103).
f. Perkawinan bersyarat (condicione, kan. 1102)

Condicione masuk ke dalam salah satu elemen aksidental yang dapat menggagalkan perkawinan dengan merujuk pada Kan. 124, §1: "untuk sahnya tindakan yuridis dituntut agar dilakukan oleh orang yang mampu untuk itu dan agar dalam tindakan itu terdapat hal-hal yang merupakan unsur hakikinya dan pula agar ada segala formalitas serta hal-hal yang dituntut oleh hukum untuk sahnya tindakan itu". Perkawinan bersyarat (condicione) dibedakan atas 2 hal:

pertama, dalam arti luas (in enso ampio), menunjukkan suatu keadaan/suasana yang ditambahkan pada kehendak/perbuatan kemauan (actus voluntatis) untuk perbuatan yuridis. Kedua, dalam arti sempit/langsung (in senso stretto): menunjukkan suatu kejadian yang akan datang, yang tak tentu/tidak tetap, yang memungkinkan kehendak/perbuatan kemauan dari sesorang untuk menggagalkan perbuatan yuridis.

Perkawinan sesuai dengan keadaan natura dan hakekatnya merupakan consortium totius vitae (bdk. Kan. 1055, $ 1) yang ditetapkan oleh kesepakatan antara orang-orang yang menurut hukum mampu dan tak dapat ditarik kembali (bdk. Kan. 1057, § 2), "tidak tergantung dari kemauan manusiawi semata-mata. Allah sendirilah pencipta perkawinan yang mencakup pelbagai nilai dan tujuan"
g. Paksaan atau ketakutan besar (vis et metus, bdk. kan. 1103)

Di antara penyebab eksternal yang dapat menggagalkan perkawinan adalah paksaan atau ketakutan besar. Kekerasan dibedakan atas kekerasan fisik, moral dan kesewenangan karena jabatan/otoritas. Ketakutan dibedakan atas munculnya ketakutan: metus ab intrenseco, dan metus ab extrinseco; ketakutan dibedakan berdasarkan cara melakukan: modo iustus dan modo inustus; ketakutan berdasarkan tingkatannya: metus levis dan metus gravis.

Prinsip yang menjadi landasan yuridis kanon ini adalah Kan. 125, § 1: "tindakan yang dilakukan karena paksaan fisik dari luar yang dikenakan pada orang yang sama sekali tidak dapat dilawan dianggap tidak sah".
8.6. Penutup
Sakramen Pernikahan  adalah suatu sakramen yang mengkonsekrasi penerimanya (pasangan pria dan wanita) untuk suatu misi khusus dalam pembangunan Gereja dan menganugerahkan rahmat demi perampungan misi tersebut. Sakramen ini, yang dipandang sebagai suatu tanda cinta-kasih yang menyatukan Kristus dengan Gereja, menetapkan di antara kedua pasangan suatu ikatan yang bersifat permanen dan eksklusif, yang dimeteraikan oleh Allah.
Pernikahan sah sakramental  antara seorang pria yang sudah dibaptis dan seorang wanita yang sudah dibaptis dan telah disempurnakan dengan persetubuhan, tidak dapat diceraikan dan bersifat monogam. Karena  mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.
Sakramen ini menganugerahkan kepada pasangan yang bersangkutan rahmat yang mereka perlukan untuk mencapai kekudusan dalam kehidupan perkawinan mereka serta untuk menghasilkan dan mengasuh anak-anak mereka dengan penuh tanggung jawab. Sakramen ini dirayakan secara terbuka di hadapan imam (atau saksi lain yang ditunjuk oleh Gereja) serta saksi-saksi lainnya
Demi kesahan suatu pernikahan, seorang pria dan seorang wanita harus (1) terbebas dari halangan nikah, (2)  ada konsensus atau kesepakatan kedua belah pihak. Masing-masing calon  mengutarakan niat dan persetujuan-bebas (persetujuan tanpa paksaan) untuk saling memberi diri seutuhnya, tanpa memperkecualikan apapun dari hak-milik esensial dan maksud-maksud perkawinan.  (3) Dirayakan dalam “forma canonika” (Kan. 1108-1123)  atau tata peneguhan.  Suatu perkawinan harus dirayakan dihadapan tiga orang, yakni petugas resmi Gereja sebagai peneguh, dan dua orang saksi.
Jika salah satu dari keduanya adalah seorang Kristen non-Katolik, maka pernikahan mereka hanya dinyatakan sah jika telah memperoleh izin dari pihak berwenang terkait dalam Gereja Katolik. Jika salah satu dari keduanya adalah seorang non-Kristen (dalam arti belum dibaptis), maka diperlukan izin dari pihak berwenang terkait demi sahnya pernikahan.





Daftar Pustaka

Buku Acuan
1. Kompendium Katekismus Gereja Katolik, Kanisus, Yogyakarta, 2009 (sebuah dokumen)

2. Herulono Murtopo, Beriman di Arus Jaman, Indiepublishing, Depok, 2014

3. Piet Go, Ocarm, Hukum Perkawinan Gereja Katolik, Dioma, Malang, 2003
[image: image2.png]



Secara umum Gereja Katolik selalu memandang perkawinan sebagai perkawinan yang sah, kecuali dapat dibuktikan kebalikannya. Menurut Gereja Katolik, ada tiga hal yang membatalkan perkawinan: I) halangan menikah; II) cacat konsensus; dan III) cacat forma kanonika. Jika ada satu atau lebih halangan/ cacat ini, yang terjadi sebelum perkawinan atau pada saat perkawinan diteguhkan, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah tidak memenuhi syarat untuk dapat disebut sebagai perkawinan yang sah sejak awal mula, sehingga jika yang bersangkutan memohon kepada pihak Tribunal Keuskupan, maka setelah melakukan penyelidikan seksama, atas dasar kesaksian para saksi dan bukti- bukti yang diajukan, pihak Tribunal dapat mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh pasangan tersebut. Sebaliknya, jika perkawinan tersebut sudah sah, maka perkawinan itu tidak dapat dibatalkan ataupun diceraikan, sebab demikianlah yang diajarkan oleh Sabda Tuhan (lih. Mat 19:5-6).








Adanya ikatan perkawinan (bdk. kan 1085):


Ikatan perkawinan terdahulu menjadi halangan yang menggagalkan karena hukum ilahi. Kan 1085, §1: menghilangkan ungkapan “kecuali dalam hal privilegi iman” (Jika dibandingkan dengan kodeks 1917). Ungkapan ini berarti jika seorang yang dibaptis menggunakan privilegi iman walau masih terikat oleh ikatan perkawinan terdahulu, dia bisa melaksanakan perkawinan secara sah dan ketika perkawinan baru itu dilaksanakan ikatan perkawinan lama diputuskan.


Disparitas cultus (bdk. kan 1086):


Perkawinan antara dua orang yang diantaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya dan tidak meninggalkannya dengan tindakan formal, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah. Perlu dicermati ungkapan “meninggalkan Gereja secara formal” berarti melakukan suatu tindakan yang jelas menunjukkan etikat untuk tidak menjadi anggota Gereja lagi. Tindakan itu seperti menjadi warga Gereja bukan Katolik atau agama Kristen, membuat suatu pernyataan di hadapan negara bahwa dia bukan lagi Katolik. Namun demikian janganlah disamakan tindakan itu dengan orang yang tidak pergi ke Gereja Katolik lagi tidak berarti meninggalkan Gereja. Ada dua alasan tentang norma ini: pertama karena tujuan halangan ini adalah untuk menjaga iman katolik, tidak ada alasan mengapa orang yang sudah meninggalkan Gereja harus diikat dengan halangan itu. Kedua, Gereja tidak mau membatasi hak orang untuk menikah.


Perkawinan yang melibatkan disparitas cultus (beda agama) ini, sesungguhnya tetap dapat dianggap sah, asalkan: 1) sebelumnya pasangan memohon dispensasi kepada pihak Ordinaris wilayah/ keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan. Dengan dispensasi ini, maka perkawinan pasangan yang satu Katolik dan yang lainnya bukan Katolik dan bukan Kristen tersebut tetap dapat dikatakan sah dan tak terceraikan; setelah pihak yang Katolik berjanji untuk tetap setia dalam iman Katolik dan mendidik anak-anak secara Katolik; dan janji ini harus diketahui oleh pihak yang non- Katolik (lih. kan 1125). 2) Atau, jika pada saat sebelum menikah pasangan tidak mengetahui bahwa harus memohon dispensasi ke pihak Ordinaris, maka sesudah menikah, pasangan dapat melakukan Convalidatio (lih. kann. 1156-1160) di hadapan imam, agar kemudian perkawinan menjadi sah di mata Gereja Katolik.








Impotensi (bdk kan. 1084):


Impotensi itu adalah halangan yang menggagalkan, demi hukum kodrati, dalam perkawinan. Sebab impotensi itu mencegah suami dan istri mewujudkan kepenuhan persatuan hetero seksual dari seluruh hidup, badan dan jiwa yang menjadi ciri khas perkawinan. Yang membuat khas persatuan hidup suami istri adalah penyempurnaan hubungan itu lewat tindakan mengadakan hubungan seksual dalam cara yang wajar. Impotensi yang menggagalkan perkawinan, haruslah sudah ada sebelum perkawinan dan bersifat tetap. Pada waktu perkawinan sudah ada, bersifat tetap maksudnya impotensi itu terus menerus dan bukan berkala, serta tidak dapat diobati kecuali dengan operasi tidak berbahaya. Impotensi ada dua jenis: bersifat absolut dan relatif. Impotensi absolut jika laki-laki atau perempuan sama sekali impotens. Impotensi relatif jika laki-laki atau perempuan tertentu ini tidak dapat melaksanakan hubungan seksual. Dalam hal absolut orang itu tidak dapat menikah sama sekali, dalam impotensi relatif pasangan tertentu juga tidak dapat menikah secara sah.








Kurangnya umur (bdk. kan 1083):


Syarat umur yang dituntut oleh kodeks 1983 adalah laki-laki berumur 16 tahun dan perempuan berumur 14 tahun dan bukan kematangan badaniah. Tetapi hukum kodrati menuntut kemampuan menggunakan akal budi dan mengadakan penilaian secukupnya dan “corpus suo tempore habile ad matrimonium”. Hukum sipil sering mempunyai tuntutan umur lebih tinggi untuk perkawinan dari pada yang dituntut hukum Gereja. Jika salah satu pihak belum mencapai umur yang ditentukan hukum sipil, Ordinaris wilayah harus diminta nasehatnya dan izinnya diperlukan sebelum perkawinan itu bisa dilaksanakan secara sah (bdk kan. 1071, §1, no.3). Izin semacam itu juga harus diperoleh dari Ordinaris wilayah dalam kasus di mana orang tua calon mempelai yang belum cukup umur itu tidak mengetahui atau secara masuk akal tidak menyetujui perkawinan itu (bdk. kan 1071, §1, no.6).








Cacat forma kanonika 


Adalah (lih. Kann 1108-1123): Pada dasarnya pernikahan diadakan berdasarkan cara kanonik Katolik, di depan otoritas Gereja Katolik dan dua orang saksi. Maka Pernikahan antara dua pihak yang dibaptis, yaitu satu pihak Katolik dan yang lain Kristen non- Katolik, memerlukan izin dari pihak Ordinaris Gereja Katolik (pihak keuskupan di mana perkawinan akan diteguhkan). Sedangkan pernikahan antara pihak yang dibaptis Katolik dengan pihak yang tidak dibaptis (non Katolik dan non- Kristen) memerlukan dispensasi dari pihak Ordinaris.








Halangan kelayakan publik (bdk. kan. 1093):


Halangan ini muncul dari perkawinan tidak sah yakni perkawinan yang dilaksanakan menurut tata peneguhan yang dituntut hukum, tetapi menjadi tidak sah karena alasan tertentu, misalanya cacat dalam tata peneguhan. Halangan ini muncul juga dari konkubinat yang diketahui publik. Konkubinat adalah seorang laki-laki dan perempuan hidup bersama tanpa perkawinan atau sekurang-kurangnya memiliki hubungan tetap untuk melakukan persetubuhan kendati tidak hidup bersama dalam satu rumah. Konkubinat dikatakan publik kalau dengan mudah diketahui banyak orang.








Persaudaraan (konsanguinitas (bdk. kan. 1091):


Alasan untuk halangan ini adalah bahwa perkawinan antara mereka yang berhubungan dalam tingkat ke satu  garis lurus bertentangan dengan hukum kodrati. Hukum Gereja merang perkawinan di tingkat lain dalam garis menyamping, sebab melakukan perkawinan di antara mereka yang mempunyai hubungan darah itu bertentangan dengan kebahagiaan sosial dan moral suami-isteri itu sendiri dan kesehatan fisik dan mental anak-anak mereka.








Hubungan semenda (bdk. kan. 1092):


Hubungan semenda dalam garis lurus menggagalkan perkawinan dalam tingkat manapun. Kesemendaan adalah hubungan yang timbul akibat dari perkawinan sah entah hanya ratum atau ratum consummatum. Kesemendaan yang timbul dari perkawinan sah antara dia orang tidak dibaptis akan menjadi halangan pada hukum Gereja bagi pihak yang mempunyai hubungan kesemendaan setelah pembaptisan dari salah satu atau kedua orang itu. Menurut hukum Gereja hubungan kesemendaan muncul hanya antara suami dengan saudara-saaudari dari isteri dan antara isteri dengan saudara-saaudara suami. Saudara-saudara suami tidak mempunyai kesemendaan dengan saudara-saudara isteri dan sebaliknya. Menurut kodeks baru 1983 hubungan kesemendaan yang membuat perkawinan tidak sah hanya dalam garis lurus dalam semua tingkat.








Adopsi (bdk. kan. 1094):


Tidak dapat menikah satu sama lain  dengan sah mereka yang mempunyai pertalian hukum yang timbul dari adopsi dalam garis lurus atau garis menyamping tingkat kedua. Menurut norma ini pihak yang mengadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak yang diadopsi, dan anak yang diadopsi dihalangi untuk menikah dengan anak-anak yang dilahirkan dari orang tua yang mengadopsi dia. Alasannya karena adopsi mereka menjadi saudara-saudari se keturunan.








Kejahatan Pembunuhan Pasangan Yang Sah (bdk. kan. 1090):


Tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang dengan maksud untuk menikahi orang tertentu melakukan pembunuhan terhadap pasangan orang itu atau terhadap pasangannya sendiri.








Penculikan dan penahanan (bdk. kan. 1089):


Antara laki-laki dan perempuan yang diculik atau sekurang-kurangnya ditahan dengan maksud untuk dinikahi, tidak dapat ada perkawinan, kecuali bila kemudian setelah perempuan itu dipisahkan dari penculiknya serta berada di tempat yang aman dan merdeka, dengan kemauannya sendiri memilih perkawinan itu. Bahkan jika perempuan sepakat menikah, perkawinan itu tetap tidak sah, bukan karena kesepakatannya tetapi karena keadaannya yakni diculik dan tidak dipisahkan dari si penculik atau ditahan bertentangan dengan kehendaknya.








Tahbisan suci (bdk. kan. 1087):


Adalah tidak sahlah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci.





Kaul kemurnian dalam suatu tarekat religius (bdk. kan. 1088):


Kaul kekal kemurnian secara publik yang dilaksanakan dalam suatu tarekat religius dapat menggagalkan perkawinan yang mereka lakukan.











